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Abstrak
 

Diskresi kepolisian adalah konsep otoritas polisi yang diberikan oleh hukum untuk melakukan tindakan

sesuai dengan pertimbangan hati nurani petugas maupun institusi. Otoritas tersebut sangat dibutuhkan untuk

mengatasi masalah penegakan hukum dan ketertiban masyarakat yang sangat luas. Masalahnya adalah

pengunaan diskresi tersebut potensial disalahgunakan.

 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui corak diskresi dalam penyidikan tindak pidana narkotika dan

obat-obat berbahaya di Polda Metro Jaya. Dengan metode etnografi, peneliti ini ingin memotret gambaran

yang sesungguhnya dari praktek penyidikan dan diskresi macam apa yang dikembangkan para penyidik

narkoba. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi institusi kepolisian untuk

menentukan kebijakan yang diperlukan, utamanya dalam mengendalikan diskresi, sehingga hukum dapat

ditegakkan secara etis.

 

Temuan penelitian ini mematahkan anggapan sebagian anggota polisi yang menyatakan tidak ada diskresi

dalam penyidikan narkotika. Hasil penelitian ini justru menampakkan corak diskresi yang beragam. Diskresi

dilakukan atas dasar pertimbangan kualitas kasus, prioritas kegiatan karena keterbatasan sumber daya,

perbedaan dalam memandang pemakai narkoba apakah sebagai korban ataukah sebagai pelaku kejahatan,

dan keselamatan anggota. Faktor sosial ekonomi dan lama tugas juga mempengaruhi keputusan petugas

menggunakan diskresi.

 

Dalam penyidikan kasus narkoba, terdapat 21 corak diskresi yang mendasarkan pada asas kewajiban hukum;

ada juga yang koruptif. Peneliti juga menemukan sejumlah penyalahgunaan wewenang non-diskresi dalam

bentuk tindak kekerasan sebagai efek negatif dari sistem kepolisian yang bercorak militeristik.

 

Keinginan institusi agar polisi bertindak etis tidak dibarengi dengan langkah serius memberantas korupsi,

karena pimpinan dan anggota polisi memberikan toleransi tindakan koruptif tersebut dengan dalih tidak ada

dana operasional.

 

Dalam konteks penegakan hukum, Polri harus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja

polisi agar korupsi tidak tumbuh subur, antara lain dengan mengembangkan budaya polisi yang etis.

Langkah lain adalah merumuskan pedoman pelaksanaan diskresi agar terhindar dari kesalahan dalam

memutuskan tindakan diskresif dan pelatihan menggunakan kewenangan diskresi.
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